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Abstract ; :
Sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang

pelaksanaan Poliklinik Keschatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota Jawa Tengah, maka
poskesdes Jawa Tengah menjadi PKD. PKD diharapkan menjadi pusat kegiatan
pembangunan kesehatan di desa sekaligus memberikan pelayanan kesehatan paripurna
vang lebih dekat, relatif lebih murah, dengan mutu yang terjamin. Kabupaten Sukoharje
memiliki 136 PKD dengan jumlah desa sebanyak 128 desa di 54 kecamatan dengan ratio
1 (satu) PKD per desa. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat/pasien, PKD Gadingan sebagai model PKD percontohan telah menerapkan
Citizens’s Charter (CC) atau kontrak pelayanan yang merupakan suatu dokumen yang
didalamnya diatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat baik dalam
diti providers maupun customer/client. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
hubungan antara karakteristik dan persepsi pasien terhadap implementasi cifizen’s
charter dengan indeks kepuasan masyarakat di PKD Gadingan sebagai PKD mode!
percontohan Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional

engan pendekatan cross sectional. Jumlah populasi dilihat dari jumlah rata-rata
kunjungan perbulan daJam 4 (empat) bulan terakhir di tahun 2009 yaitu bulan Januari-
April dengan rata-rata pasien perbulan 676 pasien. Pengambilan sample dilakukan
dengan teknik Accidental Sumpling dengan jumlah sebesar 87 responden Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menpan
No.25/KEP/M PAN/2/2004. Hasil penelitian didapatkan responden mempunyai persepsi
vang sangat sesuai terhadap Implemeniasi citizer’s charter sebesar 14,94%. Sedangkan
mayoritas responden berpersepsi sesuai terhadap implementasi citizen s charter sebaryak
59 responden {67,82%). Masih terdapat responden yang menyatakan kurang sesuai yakni
sebesar 15 responden (i7,24%).Responden mempunyai persepsi yang baik terhacap
Indek Kepuasan Masyarakat sebesar 27 orang (31,03%). Mayoritas responden
berpersepsi sangat baik tentang kepuasan yakni sebesar 58 responden (66,67%).
Sedangkan 2 responden (2,30%) menyatakan kurang baik terhadap IKM. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi CC PKD terkait dengan IKM dan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap implementasi Citizen’s Charter PKD dalam
katagori sangat baik.

Kata Kunci : Citizen’s Charter, IKM, PKD

Pendahuluan
¢ Dalam rangka mewujudkan visi "Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat”,

dan mengemban misi “Membuat Rakyat Sehat”, tahun 2006 Departemen Kesehatan telah
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hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang schingga pelayanan tersebut menjadi
urusan dan tanggung-jawab bersama antara pemerintah dan warga masyarakat. (Kumoro,
2009)

Berdasarkan data laporan bulanan kunjungan pasien, sejak awal dilaksanakan
pelayanan keschatan pada bulan Februari 2008 sampai dengan Agustus 2008 jumlah
kunjungan mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan jumlah kunjungan
pasien juga terjadi setelah diberlakukannya dokumen CC pada bulan September 2008
sampai dengan April 2009 dengan kenaikan jumlah kunjungan 96% dinilai dari
perbandingan rata-rata jumlah kunjungan pasien sebelum dan sesudah diterapkannya
dokumen CC. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat semakin baik
terhadap proses pemberian pelayanan kesehatan yang di PKD Gadingan. Untuk itu perlu
diadakan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan kesehatan secara berkelanjutan dan
dilaporkan secara berkala agar dapat diketahui tingkat kualitas pelayanan yang diberikan
melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur terhadap
optimalisasi kinerja pelayanan publik kepada masyarakat Gambar 1 berikut
menunjukkan jumlah kunjungan pasien bulanan di PKD Gadingan April 2008 sampai
April2009.
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membuat kebijakan “Pengembangan Desa Siaga” melalui Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006. Untuk tahun 2006 ditarget
sebanyak 12.000 telah menjadi desa siaga. Kemudian diharapkan pada akhir tahun 2008,
lebih kurang 70.000 desa di Indonesia telah menjadi desa siaga. Pada tahun 2006, tercatat
12 provinsi siap mengembangkan desa siaga sekitar 12.000 desa. Dengan rincian,
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat,
Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawes: Selatan. Dinkesprop Jateng, 2006)

Sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Tengali Nomor 90 Tahun 2005 tentang
pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota Jawa Tengah, maka
poskesdes Jawa Tengah menjadi PKD. (Evaluasi Program Kesehatan Provinsi Jateng,
2008) Pembentukan PKD merupakan agent yang membantu segera terwujudnya desa
siaga. PKD merupakan strategi utama di Departemen Kesehatan dalam menggerakkan
dan memberdayakan masyarakat untuk selalu hidup sehat scrta solusi yang paling efektif
untuk mengatasi persoalan layanan kesehctan penduduk yang tinggal di daerah pedesaan
dan terpencil.

Kabupaten Sukoharjo memiliki 136 PKD dengan jumlah desa sebanyak 128
desa di 54 kecamatan d,,engan ratio 1 (satu) PKD per desa (Bappenas, 2008). Pengelolaan
PKD juga dilakukan oleh anggota masyarakat terutama kader, yang peduli terhadap
masalah kesehatan di desa. PKD Gadingan merupakan salah satu PKD modsl
percontohan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan penilaian dari Dinas Keschatan
Kabupaten Sukoharjo. Penilaian tersebut mencakup banyak hal diantaranya: sumber daya
tenaga, jumlah peralatan, program dan waktu pelayanan, jenis dokumen beserta data
kesehatan (kematian, kelahiran, kesakitan) dan lain sebagainya.
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Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada mas
PKD Gadingan sebagai model PKD percontohan telah menerapkan Citizen’s Charter
(CC) atau kontrak pelayanan yang merupakan suatu dokumen yang di dalamnya diatur
tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat baik dalam diri providers
maupun customer/client, serta sanksi bagi kedua pihak tersebut apabila tidak memenuhi
kewajiban yang telah ditetapkan. Perumusan kesepakatan bersama tersebut sebagai

instrumen publik untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan pelayanan, serta mengatur



5)Bersedia menjadi responden
b. Kriteria Ekslusi
Adalah responden yang memiliki kartu jamkesmas atau askeskin
Persepsi Pasien terhadap Implemetasi Citizen's Charter dikatagorikan berdasarkan
skala Likerts sebagai berikut :
Skor 5 mewakili : Sangat Setuju (8S)
4 mewakili : Setuju (S)
3 mewaxili : Ragu-ragu (R)
2 mewakili : Kurang Setuju (KS)
I mewakili : Tidak Setuju (TS)
‘Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PKD Model Percontohan
Indeks Kepuasan Masyarakat melalui  Surat Keputusan  (SK) Menpan
No.25/KEP/M PAN/2/2004. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan
informasi tentang tingkat kepuasan raasyarakat yang dipercleh dan hasil pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan
dan kebutuhannya. Variabel penelitian adalah variabel IKM ditentukan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (SK Menpan) tentang Pelayanan

Prima yang terdiri dari 14 item. (XepmenPAN Nomer : KEP/25/M PAN/2/2004
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yang dapat digunakan sebagai upaya perbaikan secara cermat dan tepat serta
mempengaruhi kebijakan sehingga pelayanan kesehatan yang disediakan dapat sesuai
dengan kebutuhan. Evaluasi IKM terhadap CC ini merupakan evaluasi pada akhir
program, yang dilakukan untuk mengukur dampak yang dihasilkan yakni tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PKD.

Materi dan Metode

Kerangka konsep penelitian:

Variabel Bebas Variabel Terikat

Umur

Jenis Kelamir

Pendidikan Indeks Kepuasan
5 Masyarakat
Pekerjaan (Men-PAN})

Persepsi Terhadap
implementasi
Citizen’s Charter PKD

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan cross
sectional. Jumlah populasi dilihat dari jumlah rata-rata kunjungan perbulan dalam 4
(empat) bulan terakhir di tahun 2009 vaitu bulan J anuari-April dengan rata-rata
pasien perbulan 676 pasicn. Pengambilan sample dilakukan dengan teknik Accidental
Sampling dengan jumlah sebesar 87 responden Tndeks Kepuasan Masyarakat (TKM)
mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menpan No.25/KEP/M.PAN/2/2004.
Sampel diambil dengan kriteria sebagai berikut:
a. Kiriteria Inklusi
1)Pasien anak-anak (usia dibawah 17 tahun) diwakili oleh orang tuanya
2)Responden merupakan pasien lama (lebih dari 1 kali kunjungan)
3)Mampu menjawab pertanyaan
4)Tidak dalam kondisi sakit parah
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Teoanakan membedakan golongan/seies pasien yang, 2 =Yarang Ad
pelavanan dilayani 3=Adi
4 = Sangat Adil
f.zsopanan&  Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan 1 = Tdk Sopan-Rmh
s=ramahan pelayanan kepada pasien secara sopan dan 2 =Krg Sopan-Rmh
petugas ramah serta saling menghargai dan 3 = Sopan-Ramah

menghormati 4 = Sngt Sopn-Rmh
Kewgjaran keterjangkauan pasien terhadap besarnya 1 = Tidak Wajar
biaya biaya/tarif yang ditetapkan 2 = Kurang Wajar
3 = Wajar
4 = Sangat Wajar
1 Kepastian Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 1 = Silu Tdk Sesuai
biava dengan biaya yang telah ditetapkan 2 = Kadang? Sesuai
oelayanan

3 = Bnyk Sesuainya

4 = Selalu Sesuai

)
i

— Ketepatan
jadwal/waktu

Pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan pelayanan
PKD

1 = Selalu Tdk Tepat
2 =Kadang? Tepat

3 = Bnyk Tepatnya
4 = Selalu Tepat

> Kenyamanan

iingkungan

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang
bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat
memberikan rasa nyaman kepada penerima

pelayanan PKD

i = Tidak Nyaman

7

2 = Kurang Nyaman

2

3 = Nyaman

4 = Sangat Nyaman

Keamanan

pelayanan

Terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang
digunakan sehingga pasien merasa tenang
untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan

pelayanan.

I = Tidak Aman
2 = Kurang Aman
3 = Aman

4 = Sangat Aman

Sumber: [KM melalui SK Menpan No.25/KEP/M.PAN/2/2004
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Tabel 1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

INDIKATOR PENGERTIAN KATEGORI
1. Prosedur Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 1 = Tidak Mudah
pelayanan kepada pasien dilihat dari sisi kesederhanaan 2 =Kurang Mudah
alur pelayanan PKD 3 =Mudah
4 = Sangat Mudah
2, Persyaratén Persyaratan teknis dan administratif yang 1 = Tidak Sesuai
pelayanan diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 2 = Kurang Sesuai
sesuai dengan jenis pelayanannya 3 = Sesuai
4 = Sangat Sesuai
3. Kejelasan Keberadaan dan kepastian bidan/perawat yang 1= Tidak Jelas
petugas memberikan pelayanan (nama, jabatan serta 2 =Kurang Jelas
pelayanan kewenangan dan tanggung jawabnya) 3 =Jelas
4 = Sangat Jelas
4. Kedisiplinan ~ Kesungguhan bidan/perawat dalam 1 = Tidak Disiplin
petugas memberikan pelayanan, terutama terhadap 2 = Kurang Disiplin
pelayanan konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang 3 =Disiplin
berlaku di PKD 4 = Sangat Disiplin
5. Tanggung Kejelasan wewenang dan tanggung jawab I = Tidak Ber-TJ
Jawab petugas  dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 2 = Kurang Ber-TJ
pelayanan pelayanan PKD 3 = BertanggungJwb
4 = Sangat Bei-TJ
6. Kemampuan  Tingkat keahian dan ketrampilan yang dimiliki 1 = Tidak Mampu
petugas bidan/perawat dalam 2 = Kurang Mampu
pelayanan memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 3 = Mampu
pasien 4 = Sangat Mampu
7. Kecepatan Target waktu pelayanan dapat diselesaikan I = Tidak Cepat
pelayanan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 2 = Kurang Cepat
penyelenggara pelayanan PKD 3 = Cepat
4 = Sangat Cepat
8. Keadilan Pelaksanaan pelayanan dengan tidak I = Tidak Adil
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) : C ~ o
berpersepsi sangat baik tentang kepuasan yakni sebesar 58 responden (66,67%).

Sedangkan 2 responden (2,30%) menyatakan kurang baik terhadap IKM.

Indeks Kepuasan Masyarakat dari Men-PAN
2,30%(2)

31,03%(27)
B Kurang Baik

B Baik

& Sangat Baik

Gambar 4. Distribusi Frekuensi ladeks Kepuasan Masyarakat
Hubunguan Antara Persepsi Pasien terhadap Implementasi Citizen Charter dengan
Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Persepsi Pasien tethadap Implementasi Cifizen’s
Charter Gengan Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kep'n'asan'Ma'syarakat' '

Imgf%?s;asi g:;{k Kgﬁ(‘g Baik Sg’;fv’f Total
f % f % f % f % f %

KurangSesuai 0 0 2 133 8 533 5 333 15 100
Sesuai 0 ¢ 0 0 19 322 40 678 59 100
Sangat Sesuai 0 G 0 0 o0 0 13 100 13 100
Total 6 0 2 23° 27 31 58 66,7 87 100

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa implementasi CC dengan
kategori kurang sesuai (33,3%) memiliki IKM sangat baik sedangkan 53,3% memiliki
KM Baik, hanya 13,3% dari responden yang memiliki KM kurang baik. Persepsi pasien
dengan kategori sesuai (67,8%) mayoritas memiliki IKM sangat baik dan 32,2%
memiliki IKM baik. Seluruh (100%) responden yang berpersepsi sangat sesuai, memiliki
[XM sangat baik. Hasil uji statistik dengan mengguaakan uji Pearson Product Moment
didapatkan nilai gy, 0,000 yang dibandingkan 0=0,05 dapat diinterpretasikan g,1,.<0,05

vang berarti Ho ditolak, artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara persepsi
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Untuk deskripsi maka dikategorikan menjadi:
Tabel 2 Nilai Persepst, Interval 1KM, Interval Konverst IKM, Muts  Pelayanan

or s

dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan SK MenPAN

NILAI  NILAI \I?EI;AI 5 MUTU  KINERJA

PERSEPS INTERVAL o nrper  PELAYAN UNIT

I KM ! AN  PELAYANAN
KM

1 100-1,75 25,00_43.75 D Tidak baik
2 1,76 -2,50 43,76 - 62,50 C Kurang baik
3 2512325 62518125 B Bk
4 326-400 §i,26-100,0 A Sangat baik

Hasil dan Pembahasan

Persepsi Pasien terhadap Iniplementasi Citizen’s Charter

Gambar 3. menunjukxan bahwa responden mempunyai persepsi yang sangat sesuai
terhadap Implementasi citizen s charter sebesar 14,94%. Sedangkan mayoritas responden
berpersepsi sesuai terhadap implementasi cifizen’s charter sebanyak S9 responden
(67,82%). Masih terdapat responden yang menyatakan kurang sesuai vakni sebesar 15
responden (17,24%). Dari hasil uji normalitas data didapat nilai p adalah 0,982 (p>0,05)
yang berarti Ho ditolak, artinya data berdistribusi normal sehingga uji yang dilakukan

adalah uji Pearson Product Moment.

PersepsiPasien terhadap implementasi Citizen's Charter

as
14,34% 113} 17,24%(15}

# Kurang Sesuai
& Sesuai

& Sangat Sesuai

Gambear 3. Distribusi Frekuensi Pasien tentang Impelementasi CC
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Men-PAN)
Gambar 4. menunjukkan bahwa responden mempunyai persepsi yang baik terhadap

Indek Kepuasan Masyarakat sebesar 27 orang (31,03%). Mayoritas responden
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dengan jelas standar pelayanan yang meliputi jadwal, prosedur pelayanan, petugas, tarif,
jenis pelayanan, kecepatan pelayanan, tempat pelayanan yvang merupakan janji pemberi
pelayanan kepada masyarakat Gadingan yang mendapatkan pelayanan. Dilihat dari hasil
indeks kepuasan masyarakat yang sangat baik, maka standar pelayanan yang tertuang
dalam janji pelayanan PKD tersebut telah terpenuhi dengan baik, dengan demikian
masyarakat telah mendapatkan pelayanan yang memﬁaskan dari PKD Gadingan.
Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa bagi pasien dan masyarakat, kualitas
- pelayanan berarti suatu empati, respect dan tanggap akan kebutuhannya, pelayana harus
sesual dengan kebutuhan mereka, diberikan dnegan cara yang ramah pada waktu mereka
berkunjung. Dengan melihat pelayana PKD Gadingan maka kebutuhan masyarakat yang
menacri upaya pelayanan kesehatan telah terpenuhi dengan adanya petugas yang sesuai

dpnmn 1( \’J} ae bpmn"‘akqn nrncadnr }aﬂnmfﬁn d n aramahban y\a!n‘ au cortn 4n}-i'f

vang tentu jelas dan murah. (Wijono, 2000)

Kesimpulan

I. Implementasi CC pelayanan PKD di Gedingan, Kabupaten Sukoharjo telah berjalan
dengan baik hal ini dapat dilihat dari mayoritas responden yaitu sebanyak 59
responden (67,82%) berpersepsi sesuai terhadap implementasi citizen’s charter di
Gadingan Kabupaten Sukoharjo.

2. Mayoritas responden berpersepsi sangat baik tentang kepuasan atau IKM yakni
sebesar 38 responden (66,67%) di Gadingan Kabupaten Sukoharjo.

(¥ ]

Terdapat hubungan yang siguifikan antara persepsi pasien tentang Implementasi

Citizen’s Charter dengan Indeks Kepuasan Masyarakat di Gadingan Kabupaten

Sukoharjo

Saran

I Diperlukan upaya yang sistematis guna keberlangsungan pelayanan dan implementasi
CC PKD di Gadingan Sukoharjo, dengan adanya payung hukum dari yang lebih atas
antara lain adanya Peraturan Daerah.

2. Diperlukan replikasi Implementasi Citizen’s Charter PKD pada PKD di Desa lain di

wilayah Kabupaten Sukoharjo
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pasien tentang Implementasi Citizen’s Charter dengan Indeks Kepuasan Masyarakat
dengan kekuatan korelasi lemah nilai pearson correlation (r) sebesar 0,483.

Dalam Joko Wijono, dinyatakan bahwa semakin patuh semua tenaga kesehatan
profesional kepada standar yang baik, akan semakin tinggi pula kualitas. Baik tidaknya
proses tersebut dapat diukur dengan relevan tidak proses tersebut bagi pasien, fleksibilitas
dan efektifitas, sesuai dengan standar yang ada serta kewajaannya (tidak kurang dan
tidak lebih). (Wijono, 2000) Hasil ini sesuai dengan hasil penellitian yang dilaksanakan
dari pelayanan Puskesmas Bendo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Jawa Timur
yang dilaksanakan cleh PSKK (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan) UGM yang
bekerjasama dengzn Pemkot blitar yang menyebutkan bahwa kepuasan pasien mengalami
peningkatan setelah diimplementasikannya citizen’s charter yang kemudian mendapat
apresiasi Otonomi Award. (Dwiyanto, 2004)

Survey serupa juga dilaksanakan terhadap Puskesmas yang berada di jawa Timur
dengan hasil bahwa kspuasan pasien meningkat. Beberapa Puskcsmas denigan pelayanan
berbasis Citizen’s Charter dan entrepreneurship, yang meliputi Puskesmas Gemnol,
Gurah, di kabupaten Pasuruan yang telah memperoleh ISO. Puskesmas Tlogosari,
Bondowoso sebagai Puskesmas rawat mmap dengan fasuilitas pelayanan Obstetrik
Neonatal Emergency Dasar (PONED). Puskesmas Pragaan yang terletak di Jalan Rava
Sumenep-Pamekasan yang memiliki lima produk ungguian, melipuii UGD 24 Jjam,
program pemberantasan penyakit Kusta, Desa Siaga, PONED seria Program
Pemiberantasan TB part. (Dwiyanto, 2004) 4

Menurut Joke Wijono, yarg membahasa 8 dimensi muty yang menyatakan bahwa
kualitas pelayanan ditandai dengan mudahnya akses terhadap pelayanan yakni akses
teriiadap organisasi yang berkaitan dengan kenyamanan pelayanan bagi pasien, jam kerja
klinik dan waktu tunggu. (Wijono, 2000) Sedangkan menurutu Parasuraman, et al dengan
metode SERVQUAL dinyatakan bahwa kepuasan terhadap pelayanan dapat dicapai
dengan menyediakan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dan melaksanakan jasa
pelayanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. (Kotler, 1987)

Hasil penelitian dan dasar teori yang dikemukakan para ahli di atas mendukung
hasil penelitian yang dilakukan terhadep implementasi CC pelayanan PKD dcsa
Gadingan Kabupaten Sukoharjo. Dalam CC pelayan PKD Gadingan telah dipajang
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